
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 18 TAHUN 2024 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK 
PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana 
umum jaringan trayek perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi, perlu mencabut Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang 
Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi karena sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
jaringan trayek perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang 
Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



Menetapkan 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6642); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 

6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 
2019 ten tang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN 
NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM 
JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, 
TANGERANG, DAN BEKASI. 

Pasal 1 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 
tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 115), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal 2 
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Agustus 2024 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUDI KARYA SUMADI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Agustus 2024 

PLT. DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ASEP N. MULYANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 473 


